SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang:

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
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dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ........ 3
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Indonesia Nomor S5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah ........ 4
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13.

14.
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16.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia’ Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan ........ 5
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentarig
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tahun
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah ........ 6
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah ........ 7
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30.

31.

32.

33.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Taf;a Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran ffendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan



34.

35.

36.

37.

38.

39

-8 -

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan,Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5
Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor S5
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan
Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

40. Peraturan ........ 9
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1

41.

42.

43.

44.

Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan
Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan

BUPATI MAJALENGKA,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

o P

Neraca;

Laporan Arus Kas;

e o

Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar

laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai

berikut :
(1) Pendapatan Rp3.070.483.953.160,11
(2) Belanja Rp3.105.899.535.279,00
Surplus/ (Defisit) (Rp35.415.582.118,89)

(3) Pembiayaan ........ L
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Pembiayaan

a. Penerimaan Rp115.918.131.211,26

b. Pengeluaran Rp6.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp109.918.131.211,26

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp65.685.091.165,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Rp3.136.169.044.326,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp3.070.483.953.160,11
Selisih Lebih Rp65.685.091.165,89

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp140.459.182.257,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp3.246.358.717.536,00
setelah perubahan

b. Realisasi Rp3.105.899.535.279,00
Selisih Lebih Rp140.459.182.257,00

Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah
(Rp74.774.091.091,11) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Defisit (Rp110.189.673.210,00)
setelah perubahan

b. Realisasi (Rp35.415.582.118,89)
Selisih Lebih (Rp74.774.091.091,11)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan

sejumlah Rp271.541.998,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Rp116.189.673.210,00
Pembiayaan setelah perubahan

b. Realisasi Rp115.918.131.211,26
Selisih Lebih Rp271.541.998,74

(5) Selisih ........ 12
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(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Rp6.000.000.000,00
Pembiayaan setelah perubahan

b. Realisasi Rp6.000.000.000,00
Selisih Lebih Rp0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp271.541.998,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto = Rp110.189.673.210,00
setelah perubahan
b. Realisasi Rp109.918.131.211,26
Selisih Lebih Rp271.541.998,74
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b

per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

(1) Jumlah Aset Rp5.539.880.556.947,98

(2) Jumlah Kewajiban Rp97.650.969.020,33

(3) Jumlah Ekuitas Dana Rp5.442.229.587.927,65
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

(1) Saldo kas 1 Januari 2021 Rp82.254.355.261,00

(2) Arus kas dari aktivitas Rp517.018.584.720,00
operasi

(3) Arus kas dari aktivitas (Rp552.965.260.484,00)
investasi aset non
keuangan

(4) Arus kas dari aktivitas Rp0,00
pembiayaan
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(5) Arus kas dari aktivitas Rp0,00
non anggaran

(6) Saldo kas akhir per 31 Rp70.323.303.469,37
Desember Tahun 2021

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

(1) Jumlah Pendapatan Rp2.737.210.519.592,80
Operasional

(2) Jumlah Beban Rp2.484.978.614.886,78
Operasional

(3) Surplus/Defisit Non (Rp60.716.709.709,12)
Operasional

(4) Surplus/Defisit Rp191.515.194.996,90

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
2021 sebagai berikut:

(1) Sisa Lebih Perhitungan Rp115.920.681.209,81
Anggaran tahun
sebelumnya

(2) Sisa Lebih Perhitungan Rp74.502.549.092,37

Anggaran tahun

berkenaan

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
(1) Ekuitas Awal Rp5.228.246.967.192,02
(2) Ekuitas Akhir RpS5.442.229.587.927,65
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal

1 ayat (1)

huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

(1)

(2)

(3)
(4)
(S)
(6)
(7)

Lampiran I

a. Lampiran 1.1

b. Lampiran 1.2

c. Lampiran 1.3

d. Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

(8) Lampiran VIII ........ 15



(8)

(10)

(11)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

S15-

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII :

Lampiran XVIII :
Lampiran XIX

Lampiran XX

a. Lampiran

XX.1

b. Lampiran

XXC22

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar  Rekapitulasi  Penyisihan
Piutang tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah:

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Kontruksi
dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan Dianggarkan
Kembali dalam Tahun Anggaran
Berikutnya,;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/
Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Pasal 11 ........ 16
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Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam
Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 20 September 2022

BUPATI MAJALENGKA
ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan ........ 17
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Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd
EMAN SUHERMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (5/138/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
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